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Pemprov DKI Diminta Tetapkan Status Bencana

Polusi

¢ Kucurkan Anggaran untuk Penanggulangan

JAKARTA (Poskota)
- Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
DKI meminta Pemerin-
tah Provinsi (Pemprov)
segera menetapkan sta-
tus polusi udara di Ibu
Kota sebagai bencana.
Dengan penetapan itu
nantinya Pemprov bisa
segera mengucurkan
anggaran untuk pen-
anggulangan bencana

terhadap masyarakat.

Anggota DPRD DKI
Jakarta August Hamo-
nangan meminta Pemer- MW
intah Provinsi DKI Ja- * s
;?)T:s:nue;:::%l:?gus:(agg Kondisi Jakarta yang dipenuhi polusi (dok/Poskota)
sebagai bencana. Pas- Terlebih, menurut alokasikan anggaranter- bulnya korban jiwa ma-  kan untuk penanggulan-
alnya, kondisi udarasaat dia, dokumen perubahan  besarnya untuk program  nusia, kerusakan ling- gan pencemaran udara.
ini sudah semakin meng- Kebijakan UmumAngg-  uji emisi hingga pembe-  kungan, kerugian har- Nantinya angga-
khawatirkan kesehatan aran dan Prioritas Pla-  lian kendaraan. ta benda, dan dampak ran itu juga bisa untuk
masyarakat. "Jika me- fonAnggaran Sementara Kondisi kedaruratan  psikologis. pengecekan kesehat-

mungkinkan polusi uda-
ra dapat ditetapkan seb-
agai bencana," kata Au-
gust dalam Rapat Pari-
purna DPRD DKI di Ja-
karta, Rabu (13/9).
August menuturkan,
hingga kini kasus pence-
maran udara masih ter-

(KUA-PPAS) 2023 DKI
Jakarta untuk program
pencegahan pencema-
ran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup justru
diturunkan menjadi tidak
terlalu besar.

"Hal inilah yang
menunjukkan Pemprov

perlu ditetapkan ses-
uai dengan Undang-
Undang No. 24 Tahun
2007 tentang Penang-
gulangan Bencana, di-
mana peristiwa dapat
dicanangkan kedaru-
ratan dikarenakan ad-
anya rangkaian peristiwa

"Dengan demikian,
anggaran untuk penang-
gulangan pencemaran
udara dapat dikeluarkan
dengan bersumber dari
anggaran Belanja Tidak
Terduga (BTT)," terang-
nya.

Dia menilai angga-

an masyarakat yang
terdampak polusi uda-
ra seperti pengecekan
untuk infeksi saluran
pernapasan akut (ISPA)
bagi masyarakat.
Sebelumnya, Penja-
bat (Pj) Gubernur DKI
Jakarta Heru Budi Harto-

us melanda Jakarta. Ter- DKl Jakarta dalam halini  yang mengancam dan ran BTT belum tereal- no mengatakan semua
catatkualitas udarajuga Dinas Lingkungan Hid- mengganggu kehidu- isasi penyerapannya se- program dan kebijakan
menjadi yang terburuk up tidak cermat dalam pan dan penghidupan hingga dengan alokasi Pemerintah Provinsi DKI
dibandingkan kota-kota menanggulangi pence- masyarakatyangdise- anggaran Rp600 miliar Jakarta telah efektif un-

lain di dunia. Bahkan po-
lusi yang terjadi di Jakar-
ta beberapa kali berada
di posisi paling atas dan
sangat membahayakan.

maran udara," tuturnya.

Selain itu, dia juga
menemukan program
utama untuk polusi uda-
ra pada APBD 2023 di-

babkan, baik oleh fak-
tor alam dan/atau fak-
tor non-alam, maupun
faktor manusia sehing-
ga mengakibatkan tim-

sebagaimana yang di-
anggarkan dalam Pe-
rubahan KUA-PPAS
2023 akan sangat ber-
manfaat jika dialokasi-

tuk memperbaiki kualitas
udara. "Karena (kontri-
busi) kita semua. Efektif
programnya," kata Heru
kemarin. (*/ifn)




